SALINAN J

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEiPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRATEGI DAN METODOLOGI PEMBINAAN, EVALUASI DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, bahwa atasan PPID
berwenang menetapkan strategi dan metode
pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi
atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat
fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,

perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tentang
Penetapan Strategi dan Metode Pembinaan, Evaluasi,
dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi
Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6109) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tenta.ng Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
189);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN
STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, EVALUASI, DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Evaluasi, dan
Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Mei 2026

SEKRETARIS/ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG,
ttd
SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN
METODOLOGI PEMBINAAN, EVALUASI DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, EVALUASI, DAN MONITORING
ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

A. STARATEGI PEMBINAAN

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan
peningkatan kapasitas PPID dan peningkatan pengembangan panduan
untuk pelayanan informasi publik di internal. Pelatihan dan peningkatan
kapasitas PPID mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi PPID dan
petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman
terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan
informasi dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan
panduan pelayanan informasi diterjemahkan melalui pengadaan Standar
Opersional Prosedur (SOP).

B. PENGAWASAN
Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID dan
petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap
prosedur dan standar pelayanan informasi publik, menerapkan
mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaoprkan
pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik dan

menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

C. EVALUASI
Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang
berdasarkan pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator yang telah
ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi, tetapijuga melalui survei kepuasan

masyarakat yang menjadi objek pelayanan publik.




D. MONITORING

Monitoring dilakukan pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini
sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan
prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan
terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa
informasi publik yang wajib diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain
itu, melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan
informasi yang disediakan secara berkala. Dalam rangka meningkatkan
akses layanan informasi kepada publik, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang juga mengembangkan sistem teknologi informasi
untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online dan
layanan pengaduan. Melalui implementasi strategi dan metode tersebut,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang bermaksud memastikan
kebijakan informasi publik dilaksanakan dengan efektif, transparan dan
akuntabel serta memberikan manfaat untuk masyarakat

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Mei 2026
SEKRETARIS /ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG,

ttd.

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG




